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PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR49TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 21
TAHUN 2O1O TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M. YUNUS BENGKULU

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

: a. bahwa sesuai dengan ketentual angka 2 hurrrf b Bab V

Peraturan Menteri Kesehatal Nomor 28 Tahun 2OI4 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional, maka besaran jasa pelayanan kesehatan pada

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan milik

Pemerintah dapat ditetapkan 3Oo/o-5Oo/o (tiga puluh sampai

dengan lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas

kesehatan;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayalan kesehatan

pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah

dr. M. Yunus Bengkulu, maka remunerasi b"g Pejabat

Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas

dan Pegawai Badan Layalan Umum Rumah Sakit Umum

Daerah dr. M. Yunus Bengkulu yang bersumber dari

pendapatan pelayanan kesehatan Program Jaminan

Kesehatan Nasional perlu disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur

Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 2l Tahun 2OlO tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu;
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Mengingat : 1.

a

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undarg Nomor 29 Tahun 20O4 tentang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O63);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O72);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor a2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s2sal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O14 Nomor 244, Tanbahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 20OS tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013

tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 266);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 14

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tah:ur, 2Ol4
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 874);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dT. M. YUNUS BENGKULU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor 2 1 Tahun 2O 10 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

Daerah dr. M. Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor

21 Tahun 2O1O tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.

M. Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2010 Nomor 21) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(l) Direktur, Wakil Direktur, Pengelola Keuangan, pejabat

lainnya di lingkungan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu,

Dewan Pengawas, Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas,

dan Pegawai RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dapat diberikan

remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungiawab dan

tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi,

pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
dalam bentuk honorarium.


